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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

الرحيم   بسم الرحمن الله

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Selong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

Zaenun binti  Muhamaddun, umur 31 tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,

pekerjaan  Pedagang,  bertempat  tinggal  di  Menanga  Reak

Timur,  RT.02  RW.00,  Desa  Dara  Kunci,  Kecamatan

Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “Penggugat”;

melawan

Saharudin bin Muhamat Nur,  umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Menanga Reak Timur,

RT.02  RW.00,  Desa  Dara  Kunci,  Kecamatan  Sambelia,

Kabupaten Lombok Timur, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan  Penggugat dan  Tergugat serta  para saksi di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  05 Oktober

2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:

1006/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 24 halaman putusan Nomor : 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan

menurut syari'at agama Islam pada tanggal 06 Juni 2000 di Menanga Reak

Timur,  RT.02 RW.00,  Desa Dara  Kunci,  Kecamatan Sambelia,  Kabupaten

Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia

Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama  Sambelia

Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di

Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti

buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Muhamaddun

(ayah  kandung  Penggugat)  yang  diwakilkan  kepada  Amaq  Mahjun,  dan

dihadiri saksi nikah masing-masing bernama  Amaq Manan dan  Amaq Alwi

dengan  maskawin  berupa  uang  sebesar  Rp.  500.000,00  (lima  ratus  ribu

rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Penggugat  berstatus  Gadis,  dan

Tergugat  berstatus  Duda,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  ada

pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan

untuk  menikah  baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak

pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat

dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum

pernah bercarai dan tidak pernah murtad;

5. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

membina rumah tangga dan tinggal bersama di Menanga Reak Timur, RT.02

Hlm. 2 dari 24 halaman putusan Nomor : 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.00, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur,

serta  telah  kumpul  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  3  orang  anak

bernama: 

a. Purkon Jayadi, laki-laki, umur 16 tahun (ikut Tergugat);

b. Irfan Nirwandi, laki-laki, umur 11 tahun (ikut Tergugat);

c. Lisdayanti, perempuan, umur 4 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa sejak  Juli  2000  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai

tidak  harmonis  dan  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

yang disebabkan: 

a. Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering berkata-kata kasar

kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam

rumah  tangga  kepada  Penggugat,  seperti  menampar  Penggugat,

menendang  bahkan  memukul  Penggugat  dengan  batu  dan  kayu  yang

menyebabkan  bekas  luka  lebam  dimata  dan  keluar  darah  dari  hidung

Penggugat;

b. Tergugat  sering  mengancam  Penggugat  menggunakan  senjata  tajam

seperti pisau, parang dan keris;

c. Tergugat diketahui  sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat,

bahkan ketika Penggugat sedang berbicara dengan teman perempuannya

Tergugat juga sering cemburu

d. Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  lahir  dan  bathin

Penggugat  dikarenakan  untuk  membiayai  kehidupan  sehari-hari

Penggugat yang bekerja;

Hlm. 3 dari 24 halaman putusan Nomor : 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya

pada 27 september 2017, yang berakibat Penggugat pulang kerumah orang

tuanya  sehingga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  retak  dan  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan/menasehati  agar

Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi

tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan

akta nikah,  sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat  karena  itu

pernikahan  tersebut  perlu  diisbatkan  oleh  Pengadilan  dalam  rangka

perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini  Penggugat bersedia

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Selong  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Hlm. 4 dari 24 halaman putusan Nomor : 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan  sah  pernikahan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

dilaksanakan pada tanggal  06  Juni  2000 di  Menanga Reak Timur,  RT.02

RW.00, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur,

dalam rangka penyelesaian perceraian;

3. Menjatuhkan talak satu bai’n sughra Tergugat (Saharudin bin Muhamat Nur)

terhadap Penggugat (Zaenun binti Muhamaddun);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-

adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,   Penggugat  dan

Tergugat  telah  hadir  menghadap  di  persidangan, dan  Majelis  Hakim  telah

berupaya mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  rukun kembali  dan

membina rumah tangga dengan baik akan tetapi  tidak berhasil,  dan kepada

kedua  belah  pihak  yang  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  melakukan

mediasi dengan mediator  Mesnawi,SH (Panitera Pengadilan Agama Selong)

akan tetapi  juga tidak berhasil,  sesuai  laporan Mediasi  tanggal   31 Oktober

2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan

gugatan  Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh  Penggugat;

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 24 halaman putusan Nomor : 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa  benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 06 Juni

2000 di Menanga Reak Timur, RT.02 RW.00, Desa Dara Kunci, Kecamatan

Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak tercatat pada

Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  setempat  sehingga  tidak  mempunyai

buku nikah;

3. Bahwa  benar  pernikahan  Tergugat  dengan  Penggugat  dilangsungkan

dengan  wali  nikah  Muhamaddun (ayah  kandung  Penggugat)  yang

diwakilkan kepada  Amaq Mahjun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing

bernama  Amaq Manan dan  Amaq Alwi  dengan maskawin berupa  uang

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa  benar  pada  saat  pernikahan  Penggugat  berstatus  gadis,  dan

Tergugat berstatus duda;

5. Bahwa  benar  Tergugat  dengan  Penggugat  tidak  ada  pertalian  nasab,

kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah

baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

6. Bahwa benar sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini

tidak  pernah  ada  pihak  yang  keberatan/mengganggu  gugat  pernikahan

tersebut dan selama itu pula Tergugat dengan Penggugat belum pernah

bercerai dan tidak pernah murtad;

7. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah membina

rumah tangga dan tinggal bersama di Menanga Reak Timur, RT.02 RW.00,

Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm. 6 dari 24 halaman putusan Nomor : 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah kumpul

layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;

9. Bahwa tidak benar sejak Juli 2000 rumah tangga saya dengan Penggugat

mulai  tidak  harmonis  dan  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, yang benar  mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  tahun  2007,  adapun  sebab-sebab

pertengkaran akan Tergugat tanggapi sebagai berikut: 

a. Tidak betul, yang betul hannya pertengkaran biasa;

b. Tidak betul, saya tidak pernah mengancam Penggugat;

c. Betul karena saya sayang kepada Penggugat;

d. Tidak betul,  yang betul  saya  bertanggungjawab terhadap nafkah lahir

dan batin Penggugat;

10. Bahwa  benar  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  telah  mencapai

puncaknya  pada 27 september  2017,  yang berakibat  Penggugat  pulang

kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan saya berpisah

tempat tinggal sampai sekarang;

11. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak

dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah,  mawaddah dan rahmah sudah

sulit dipertahankan lagi,  rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih

mungkin dibina lagi;

12. Bahwa benar  Tergugat  dan  Penggugat  pernah  dinasehati  oleh  keluarga

tetapi tidak berhasil; 

13. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tidak memiliki kutipan akta nikah;

Hlm. 7 dari 24 halaman putusan Nomor : 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat ingin  rukun dengan Penggugat  dan tidak ingin bercerai

dengan Penggugat;

Bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  telah

mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya  tetap pada dalil gugatan

Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula;

Bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Penggugat  NIK.  5203105606860003,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13

Februari  2015.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa  selain  alat  bukti  surat  tersebut,  Penggugat  telah  mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I:  H.  Abbas bin Hairuman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di  Dusun Sandongan, Desa Darakunci, Kecamatan

Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa  saksi  tersebut  dihadapan  persidangan  telah  memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Zaenun binti Muhamaddun;

- Bahwa saksi adalah tetangga  Penggugat; 

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Saharudin bin Muhamat Nur;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
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- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai suami istri

dari keterangan Masyarakat sekitar;

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa  saksi  tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah

bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

Menanga  Reak  Timur,  RT.02  RW.00,  Desa  Dara  Kunci,  Kecamatan

Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa  saksi  tahu  tahu  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Tergugat cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak September 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah,  pihak keluarga

telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul

kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II:  Juwaini Rahman bin Laju, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal  di  Srigangga, Tiwugalih,  Kecamatan

Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa  saksi  tersebut  dihadapan  persidangan  telah  memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Zaenun binti Muhamaddun;
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- Bahwa saksi adalah ipar  Penggugat; 

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Saharudin bin Muhamat Nur;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai suami istri

dari  keterangan  Masyarakat  sekitar,  saksi  tahu  sejak  saksi  menjadi  ipar

Penggugat;

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa  saksi  tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah

bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

Menanga  Reak  Timur,  RT.02  RW.00,  Desa  Dara  Kunci,  Kecamatan

Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa  saksi  tahu  tahu  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Tergugat cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak September 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah,  pihak keluarga

telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul

kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan  saksi-saksi tersebut,  Penggugat  membenarkan

semua keterangan saksi-saksi tersebut;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti

lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan

bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah

memberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan

yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil  gugatan dan repliknya dan mohon

putusan.  Demikian juga Tergugat  telah mengajukan kesimpulan secara lisan

yang  pada  pokoknya  tetap  pada  dalil-dalil  jawaban  dan  dupliknya,   dan

Tergugat menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-

hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang

tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  pokok  gugatan  Penggugat  adalah

mengenai  bidang  perkawinan  berkenaan  dengan  perceraian  yang  menjadi

kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa untuk memenuhi  maksud Pasal  154 RBg, majelis

hakim  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat  di  depan
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sidang,  bahkan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

sesuai  ketentuan PERMA Nomor  1  Tahun 2016  dengan mediator  Mesnawi,

SH., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan  alat  bukti  surat  P  (fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk atas  nama

Penggugat) serta  saksi-saksi.  Surat  mana  menurut  Majelis  Hakim  telah

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285

RBg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

 Menimbang,  bahwa   berdasarkan  alat  bukti  P  ternyata  Penggugat

bertempat  tinggal  di  dalam wilayah  hukum Pengadilan  Agama Selong,  oleh

karena  itu  Penggugat  dapat  mengajukan  perkara  ini  ke  Pangadilan  Agama

Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974  Pasal 39 ayat  (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Dan  Penggugat  telah  mengemukakan  alasannya  sebagaimana  diuraikan

diatas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil  Penggugat  tentang  adanya

perkawinan  yang  sah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  Penggugat  telah

mengajukan  2  orang  saksi  yang  telah  didengar  keterangannya  dimuka

persidangan;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat tidak hadir saat peristiwa akad

nikah  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  hanya  mengetahui  peristiwa  hukum
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tersebut dari keterangan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut

digolongkan sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua saksi Penggugat tersebut

bersumber  dari  masyarakat  sekitar,  dan  bukan  atas  penglihatan  dan

pendengarannya sendiri, akan tetapi dua saksi Penggugat tersebut telah lama

bergaul dengan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula tidak pernah ada

yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan

tidak  juga  ada  orang  yang  keberatan  atau  menggugat  pernikahan  mereka,

apalagi  ada  orang  lain  atau  masyarakat  yang  mengusir  Penggugat  dan

Tergugat akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan  dua saksi Penggugat  tersebut ternyata

bersesuaian  dengan  gugatan  Penggugat  dan  pengakuan  Tergugat  tentang

adanya  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  ada  indikasi  Penggugat  dan  Tergugat telah

melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun nikah agama Islam,

dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  syara'  dan  keterangan  dua  saksi

Penggugat dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan

dapat dibenarkan common law apabila saksi utama yang mengalami, melihat,

mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi al-istifadhah dan saksi de

auditu sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran

dalam  beberapa  kasus/perkara  untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar

dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI

dalam yurisprudensi  putusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  :  239K/Sip/1973,
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tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian  testimonium de auditu

secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang,  bahwa tentang kedudukan saksi  yang berdasarkan pada

berita  yang  sudah  sedemikian  tersebar  luas  (syahadah  al-istifadah),

sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

والولدة        النسب في الشافعية عند بالستفاضة الشهادة وتصح

وتوابعه        والنكاح والعزا والوقف والولية والولء والعتق والموت

Artinya  :  Imam  Syafi'i  membenarkan  kebolehan  kesaksian  istifadhah

(bersumber  dari  berita  yang  sudah  tersebut  luas)  dalam  masalah  nasab,

kelahiran,  kematian,  merdekanya  seorang  budak,  kewalian,  diangkatnya

seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari dari jabatan

hakim, nikah beserta seluruh masalahnya … dst (Fiqhus Sunnah jilid  III  hal

426);

Menimbang,  bahwa dari  dalil-dalil  gugatan Penggugat  yang dikuatkan

dengan  pengakuan  Tergugat  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  Majelis

Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melangsungkan

perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 06 Juni 2000 di  Menanga

Reak  Timur,  RT.02  RW.00,  Desa  Dara  Kunci,  Kecamatan  Sambelia,

Kabupaten Lombok Timur,   dengan wali nikah Muhamaddun (ayah kandung

Penggugat) yang diwakilkan kepada Amaq Mahjun, dan dihadiri saksi nikah

masing-masing bernama Amaq Manan dan Amaq Alwi  dengan mas kawin

berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, akan

tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
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- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  ada  larangan  untuk

menikah  baik  menurut  syari'at  Islam  (Kompilasi  Hukum  Islam)  maupun

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak

pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  doktrin  hukum  Islam  sebagaimana

disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan I'anatutthalibin IV :254 

بالنكاح      العاقلة لبالغة افررا يقبل و

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil

baligh”.

من          شروطه و صحته ذكر إمرأة على بنكاح الدعوى وفى

عدول    وشاهدى ولي نحو

Artinya :  " Pengakuan  perkawinan  dengan  seorang  perempuan  harus

dapat menyebutkan  sahnya  perkawinan  dahulu  dari  umpamanya  wali  dan

dua orang  saksi  yang  adil ".

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Majelis

Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik

menurut  syari'at  Islam  (Kompilasi  Hukum  Islam)  maupun  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka

perceraian,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  a  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  mohon  agar

menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan  bahwa  sejak Juli 2000
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rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dan  terus

menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat

diketahui  memiliki  watak  yang  keras,  sering  berkata-kata  kasar  kepada

Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

kepada  Penggugat,  seperti  menampar  Penggugat,  menendang  bahkan

memukul  Penggugat  dengan batu dan kayu yang menyebabkan bekas luka

lebam  dimata  dan  keluar  darah  dari  hidung  Penggugat,  Tergugat  sering

mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang dan

keris,  Tergugat diketahui sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat,

bahkan  ketika  Penggugat  sedang  berbicara  dengan  teman  perempuannya

Tergugat  juga  sering  cemburu,  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap

nafkah lahir  dan bathin  Penggugat  dikarenakan untuk membiayai  kehidupan

sehari-hari  Penggugat  yang  bekerja,  perselisihan dan  pertengkaran tersebut

telah  mencapai  puncaknya  pada  27  september  2017, yang  berakibat

Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  Penggugat  tersebut,  Tergugat

telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk

perkaranya pada putusan ini;

Menimbang,  bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat

telah  mengajukan  replik  yang  pada  pokoknya  sebagaimana  termuat  dalam

duduk perkaranya dalam putusan ini;
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Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk

perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang,  bahwa  dari  jawab  menjawab  antara  Penggugat  dengan

Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam

perkara ini  adalah apakah  benar  telah terjadi  perselisihan dan pertengkaran

dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  Tergugat telah  mengakui  dan  membenarkan

sebagian dalil-dalil  Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil  Penggugat,

maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  283  RBg  terhadap  dalil-dalil  yang

dibantah  dan  bantahan  terhadap  dalil-dalil  tersebut  kepada  Penggugat  dan

Tergugat  diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  dalilnya  masing-masing

dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan 

Tergugat mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan 

tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena 

perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara

yang bersifat khusus pula, berdasarkan azas lex specialis derogat lex 

generalis, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat  

dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna 

(volledig) dan mengikat (bindend), namun terhadap gugatan Penggugat masih 

harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang 
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dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan 

kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menguatkan  dalil  gugatannya

dengan mengajukan bukti tertulis P berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas

nama Penggugat dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama

H.  Abbas bin Hairuman dan Junaini Rahman bin Pak Laju, terhadap bukti-bukti

tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan  Penggugat yaitu P, dibuat oleh

Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2

ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh

karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal

285 RBg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim

menilai  bukti  tersebut  merupakan  bukti  otentik  mempunyai  nilai  pembuktian

yang  sempurna  mengikat  dan  menentukan  dengan  demikian  Penggugat

terbukti  sebagai  penduduk Lombok Timur yang merupakan wilayah yuridiksi

Pengadilan Agama Selong;

Menimbang,  bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi

Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung,

dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah

orang dekat  Penggugat,  maka  berdasarkan  pasal  309  R.Bg. jo  pasal  76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Penggugat dipandang
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telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  meskipun  dua  saksi

penggugat dalam perkara a quo hannya mengetahui perpisahan tempat tinggal

antara  Penggugat  dan  Tergugat  dan  tidak  mengetahui  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat, bukan berarti tidak terbukti terjadi pertengkaran dan

perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun perpisahan

tempat  tinggal  antara  keduanya  sudah  cukup  menjadi  indikator  sekaligus

menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus menerus; 

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

telah  tidak  mengajukan  bukti  baik  bukti  tulis  maupun  saksi-saksi, meskipun

Majelis  Hakim  telah  memberikan  kesempatan  kepada  Tergugat  untuk

mengajukan bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak

bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat

serta  hal-hal  yang  diakui  atau  yang  tidak  dibantah  Tergugat,  maka  telah

ditemukan fakta sebagai berikut :  

1. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai

sekarang; 

2. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil

merukunkan antara Penggugat dan Tergugat; 
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Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  tersebut  di  atas,  maka  Majelis

Hakim  berkesimpulan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

pertengkaran atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan,

karena  berdasarkan  Yurisprudensi  MARI  No  3180  K/Pdt/1985  tanggal  28

Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat

didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan,

akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang

terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  telah  terbukti  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai,

hak  dan  kewajiban  masing-masing  telah  terabaikan,  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga,  sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

yang  bahagia  dan  kekal  sebagaimana  dimaksud  pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  tujuan  perkawinan  untuk

menciptakan  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rohmah  sebagaimana

dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa  rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak

kritis,  sehingga apabila  perkawinan dipaksakan untuk diteruskan  justru  akan

berdampak negatif  bagi keduanya  dan membawa mafsadah yang lebih besar

dari pada maslahatnya,  oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan

tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat

bagi  keduanya  daripada  tetap  mempertahankan  perkawinan, sesuai  Hadits
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Nabi  SAW  riwayat  Imam  Ahmad  dan  Ibnu  Majah  dalam  Kitab  Al-Jami'  Al-

Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

ولضرار لضرر

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir

halaman  62  yang selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim

sebagai berikut:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  Menolak  kemafsadatan harus  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keinginan  Tergugat  yang  ingin  tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Penggugat,  Majelis  Hakim

menghargainya,  akan  tetapi  untuk  membangun  sebuah  rumah  tangga  tidak

cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga

harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah

satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga

tersebut  tidak  akan  berjalan  harmonis  dan  justeru  akan  menimbulkan

kemadharatan bagi kedua pihak;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  perlu  mengemukakan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor  379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 yang berbunyi : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak

ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti

retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  beralasan

hukum sesuai  ketentuan pasal  39 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  oleh karenanya

gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah

talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam

dari  talak ba’in  shughra sebagaimana ketentuan pasal  119 ayat  (2)  huruf  c

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in

shughra;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,  maka perlu diperintahkan kepada

Panitera  Pengadilan  Agama  Selong  untuk  mengirimkan  salinan  putusan

Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya  meliputi  tempat  kediaman  Penggugat  dan

Tergugat,  dan  atau  tempat  pernikahan  dilangsungkan  untuk  mendaftarkan

putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara  a quo termasuk dalam bidang perkawinan,

maka  berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Zaenun binti Muhamaddun)

dengan  Tergugat  (Saharudin  bin  Muhamat  Nur)  yang  dilaksanakan  pada

tanggal 06 Juni 2000 di  Menanga Reak Timur, RT.02 RW.00, Desa Dara

Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Saharudin bin Muhamat Nur)

terhadap Penggugat (Zaenun binti Muhamaddun);

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Selong  untuk  mengirimkan

salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  tempat  tinggal  dan  tempat

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  dicatat  dalam  daftar  yang

disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  sejumlah Rp.

691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan  Agama Selong pada hari  Senin  tanggal  8  Januari  2018 Masehi

bertepatan dengan tanggal  20 Rabiul  Akhir  1439 Hijriah,  oleh kami H. Moh.

Muhibuddin,  S.Ag.,  S.H.,  M.S.I.  sebagai  Hakim  Ketua  Majelis  serta  Dodi

Yudistira,  S.Ag.,  M.H. dan Drs.  H. Hamzanwadi,  M.H. sebagai  Hakim-Hakim

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

terbuka  untuk  umum  dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim  Anggota  serta  H.
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Fadlullah,  BA. sebagai  Panitera Pengganti  dan dihadiri  oleh Penggugat  dan

Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

 Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.  H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.       Panitera Pengganti,

     H. Fadlullah, BA.

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran Rp.    30.000,-

2. Biaya Proses Rp.    50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.  600.000,-

4. Biaya Redaksi Rp.      5.000,-

5. Meterai                                   Rp.           6.000,-

Jumlah Rp.  691.000,- 

      (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 24 dari 24 halaman putusan Nomor : 1006/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24


